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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 3 TAHUN · 2005 

TENT ANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2005 

DENGJ\N RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pcngunmgan Anggaran 
Pendapatan dan Belaaja Daerah yang ditetapkan dalaJn Peratunm Daerah 
Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapalan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, maka perlu dilakukan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahw E sebubungan dengan bal tersebut pada buruf a, maka perlu dilakukan 
Perut ahan Anggaran Pendapatan dan Bel,nja Daerah Tahun Anggaran 
2005 yang ditetapkan dengan· Peraturan Daerah Kota Mojokcrto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tontang Pcmbentukan Daerah Kota 
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat: 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangw:an 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negura 
Nomor 3312), sebagaimana telah diubab dcngan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Te.bun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Neaara Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor41, Tambahan Lemba::an 
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah deng'lD Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
T ambaban Lembaran Negara Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroleban Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 36880 sehag,aimana telah diubah dengan Undang- 
Undanr. Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambnhan Lembaran Negara Nomot 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembnran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

II. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antzra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

14. Perat a-an Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 4493); 

15. Peraruran Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat lI Mojokerto (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lemtaran Negara Nomor 3242); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tabnn 2000 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaron Negara Tahun 2001 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

18. Peraturan Pemerintah Norn or I 07 Tahun 2000 tentang Pinjarnan Daerah 
(Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomce 4024); 



Menetapkan 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pert&lggungjawaban Kepala Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2000 Nomor 
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wald! Kepala Daerah (Lcmbaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4028); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lcmbaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lcmbaran Negara 
Nomor 4139); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416) scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lcmbaran Negara Tahun 
2005 Nomor 94, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4540); 

24 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dacrah scrta 
Tata Cara Penyusunan Anggaran Peodapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah; 

25 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Dacrah Tahun 2003 Nomor 4/E); 

26 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor I Tahun 2005 teotang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lcmbaran Daerah 
Tah,012005 Nomor 1/A). 

Dengan Persetujuan BerS8IIl8 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHKOTAMOJOKERTO 
dan 

WALIKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2005. 

Pasal I 

Anggaran Pendapatan dan Berlanja Dacrah Tahun Anggaran 2005 semula 
berjumlah Rp 206.292.614.100,00 bertambah/berkurang scjumlah Rp 
6.715.690.500,00 Sehingga menjadi Rp 199.576.923.600,00 dengan rincian 
sebagai beriku; 



1. Pendapatan 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Rp 188.727.614.100,00 
Rp (8.616.SlS.700,00) 

Jwnlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 180.110. 798.400,00 
2. Belanja 

a. Semula Rp 206.292.614.100,00 
b. Bertambah/(berlcurang) Rp (6.11S.690.S00,00) 

Jwnlah Belanja setelah Perubahan Rp 199.576.923.600,00 

Jwnlah Penerimaan setelah Perubahan 
b. Pengeluaran 

1. Semula Rp 200.000.000,00 
2. Bertambah/(berk\!rang)_R.._ p 0,'-00- 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (1.901.12S.200,00) 
3. Pembiayaan · 

a. Pcnerimaan 
1. Semula Rp 17.76S.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.70J.12S.200,00 

Rp 19.466.125.200,00 

Jwnlah Pengeluaran setelah Pcrubahan Rp 0,00 

Jumlah Pembiayaan setclah Perubahan Rp 19.466.125.200,00 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana diroaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Daerah ini yang tcrdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Daerah 

2. Lampiran II Rincian Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah 

3. Lampiran Ill Daftar Rckapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang 
Perocrintahan dan Organisasi Pcrangkat Daerah 

4. Lampiran!V Daftar Piutang Daerah 
5. Lampiran v Daftar Invcstasi (Penyertaan Daerah) 
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan 
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantwn dalam Pasal 2 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4 

Scbagai landasan opcrasional pclaksaaaan, Walikota Mojokerto menetapkan 
Pcraturan tentang Penjabaran Porubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah 



Pasal S 

Peraturan Dacrah ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlcan pengundangan Peraturan 
Dacrah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Dacrah Kota Mojokerto. 

Dltetapkan di Mojokerto 
Pada tanggal 25 Oktober 2005 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ltd. 

ABDULGANISOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 
Pada tanggal 25 Oktober 2005 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ltd. 

R TONNY KOESWORO S.H. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 510 089 885 

LEMBARAN DAER.AH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 3/A 



Salfnan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

PUDJI HARDJONOj SH 
NIP. 1960072919850 1 007 
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